
 

 

 

 

BUPATI DEMAK 

PROVINSI JAWA TENGAH 

  

 

PERATURAN BUPATI DEMAK 

NOMOR  65 TAHUN 2016 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 15 TAHUN 2014 

TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI DEMAK, 

Menimbang : a. bahwa guna menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 6 

ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, telah 

ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 15 Tahun 

2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten 

Demak; 

 

b. bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Demak 

Nomor 15 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi 

Pemerintah Kabupaten Demak masih terdapat kendala 

dikarenakan belum diaturnya beberapa akun transaksi 

sehingga Peraturan Bupati Demak Nomor 15 Tahun 2014 

perlu diubah; 

 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan 

Bupati Demak Nomor 15 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntansi Pemerintah Kabupaten Demak; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 

 

SALINAN 



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Akuntasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5601); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 

 



11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5219); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang bersumber dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 

2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 

10); 

20. Peraturan Bupati Demak Nomor 15 tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Demak (Berita 

Daerah Kabupaten Demak Tahun 2014 Nomor 15); 

 



Memperhatikan : 1. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 dari 
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 

47B/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2016 tanggal 24 Mei 
2016; 

2. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa 

Tengah Nomor 740/004/W.IV/2016 tanggal 25 Pebruari 
2016; 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 15 TAHUN 2014 
TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN 

DEMAK. 
Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati 
Demak Nomor 15 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi 
Pemerintah Kabupaten Demak, meliputi: 

1. Lampiran I Sistem Akuntansi SKPD huruf C Akuntansi 
Piutang SKPD; 

2. Lampiran II Sistem Akuntansi PPKD huruf E Akuntasi 
Piutang PPKD; dan 

3. Lampiran III Bagan Akun Standar, 

diubah dengan rincian perubahan sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak. 

   
                  Ditetapkan di Demak 
                  pada tanggal 28 November 2016        

 
                  BUPATI DEMAK, 
 

 ttd 
     HM. NATSIR  

Diundangkan di Demak 
pada tanggal 29 November 2016        
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK, 
 
  ttd 

SINGGIH SETYONO 
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2016 NOMOR 66     

NO JABATAN PARAF 

1 SEKDA  
2 ASISTEN I  

3 KABAG HUKUM  
4 KA DPKKD  

SESUAI DENGAN ASLINYA 

Mengetahui: 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN DEMAK 
ttd 

MUH. RIDHODHIN, SH. MH. 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19650330 199603 1 001 


